BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR \3\ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,
L

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se- Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2020,

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4690);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);






10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81;

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 210);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 589);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara ((Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
Nomor 18);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 37);
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2019 Nomor 06);
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Menetapkan
KESATU
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Tembusan:

Nk -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Se-
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Sebagaimana di maksud Pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Se- Kabupaten Buton Utara ditetapkan
sebesar 60% (Enam Puluh Persen).

2. Alokasi Dana Kapitasi untuk Pembayaran Biaya
Operasional Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Se- Kabupaten Buton Utara ditetapkan
sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2
Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
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Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton Utara di Buranga;
Inspektur Kabupaten Buton Utara di Buranga,;

Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buton Utara di Tempat;
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